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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,
Menimbang       : 
   a.  
bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan kepastian hukum  kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Barru serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat demi mendukung terlaksananya otonomi Daerah yang efisien dan efektif; 


b.
bahwa memperhatikan perkembangan masyarakat dan pembangunan dewasa ini mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, dipandang perlu diadakan perubahan; 


c.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka  perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar;
Mengingat        :
1. 
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah  Tingkat  II  di  Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1959 Nomor 74,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.  
Undang-Undang   Nomor 8  Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor   76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 
Undang - Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.
Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  256,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. 
Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.  
Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4844);

7.
Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4139);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593);
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru  Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor  3);
13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Barru  Nomor  3  Tahun  2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
14. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Barru  Nomor  8  Tahun  2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :
PERATURAN  DAERAH  TENTANG PERUBAHAN   ATAS   PERATURAN      DAERAH KABUPATEN   BARRU   NOMOR   3  TAHUN  1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR

Pasal   I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar  (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor  3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal  8  berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, lods dan/atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kalsifikasi tipe dan  kelas pasar dalam Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut:
A.
Pasar Tipe A, yaitu meliputi :


1.
Pasar Mattirowalie


2.
Pasar Pekkae


3.
Pasar Takkalasi


4.
Pasar  Mangkoso


5.
Pasar Palanro

B. 
Pasar Tipe B, yaitu meliputi :


1.
Pasar Baru


2.
Pasar  Doidoi


3.
Pasar Ralla
C.
Pasar Tipe C, yaitu meliputi :


1.
Pasar  Bungi


2.
Pasar Ajjakkang


3.
Pasar Tompo Lemolemo


4.
Pasar Gattareng


5.
Pasar Bulobulo

6.
Pasar Cilellang

      7.
Pasar  Ele
      8.
Pasar Ulo/Leppee

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
A.
Pasar Tipe A, diklasifikaikan atas 3 (tiga) yaitu :

I.   Pasar Tipe A1, besarnya tarif sebagai berikut :
1.
Sewa kios setiap tahun sebesar :

a.
kelas I
:
Rp. 300.000,-/m2


b.
kelas II
:
Rp. 250.000,-/m2


c.
kelas III
:
Rp. 210.000,-/m2
2.
Sewa lods setiap tahun sebesar :


a.
kelas I
:
Rp. 180.000,-/m2


b.
kelas II
:
Rp. 150.000,-/m2


c.
kelas III
:
Rp. 120.000,-/m2

3.
Sewa lods setiap tahun sebesar :


a.
Lods Ikan
:
Rp. 900.000,-/tahun


b.
Lods Sayur
:
Rp. 500.000,-/tahun

4.
Sewa pelataran setiap tahun:   Rp. 75.000,-/m2

II.   Pasar Tipe A2, besarnya tarif sebagai berikut :

1.
Sewa kios setiap tahun sebesar :


a.
kelas I
:
Rp. 230.000,-/m2


b.
kelas II
:
Rp. 200.000,-/m2


c.
kelas III
:
Rp. 170.000,-/m2

2.
Sewa lods setiap tahun sebesar :


a.
kelas I
:
Rp. 140.000,-/m2


b.
kelas II
:
Rp. 120.000,-/m2


c.
kelas III
:
Rp.   90.000,-/m2

3.
Sewa lods setiap tahun sebesar :



a.
Lods Ikan
:
Rp. 800.000,-/tahun


b.
Lods Sayur
:
Rp. 400.000,-/tahun

4.
Sewa pelataran setiap tahun:   Rp. 70.000,-/m2
III.
Pasar Tipe A3, besarnya tarif sebagai berikut :


1.
Sewa kios setiap tahun sebesar :


a.
kelas I
:
Rp. 220.000,-/m2


b.
kelas II
:
Rp. 180.000,-/m2


c.
kelas III
:
Rp. 150.000,-/m2
2.
Sewa lods setiap tahun sebesar :


a.
kelas I
:
Rp. 120.000,-/m2


b.
kelas II
:
Rp. 100.000,-/m2


c.
kelas III
:
Rp.   70.000,-/m2
3.
Sewa lods setiap tahun sebesar :



a.
Lods Ikan
:
Rp. 800.000,-/tahun


b.
Lods Sayur
:
Rp. 400.000,-/tahun

4.
Sewa pelataran setiap tahun:   Rp. 70.000,-/m2
B.
Pasar Tipe B dan Tipe C, besarnya tarif sebagai berikut :
1.
Sewa lods setiap tahun sebesar :


a.
kelas I
:
Rp.   90.000,-/m2


b.
kelas II
:
Rp.   70.000,-/m2


c.
kelas III
:
Rp.   50.000,-/m2
2.
Sewa lods setiap tahun sebesar :



a.
lods ikan
:
Rp.    300.000,-/tahun


b.
lods sayur
:
Rp.     150.000,-/tahun

3.
Sewa pelataran setiap tahun :   Rp. 35.000,-/m2
C.
Bea pasar / sussung pasar setiap hari pasar :

1.
Lods dan kios untuk setiap tempat sebesar :



a.
kelas I
:
Rp. 1.500,-



b.
kelas II
:
Rp. 1.200,-



c.
kelas III
:
Rp. 1.000,-



d.
lods ikan
:
Rp. 1.000,-



e.
lods sayur
:
Rp.    500,-

2.
Pelataran untuk setiap tempat sebesar   :     Rp. 500,-
D.
Besarnya tarif penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), parkir kendaraan dan jasa kebersihan adalah sebagai berikut :
1.
Penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) ada di pasar, dikenakan retribusi tiap kali  per orang sebagai berikut :


a.   mandi  atau cuci :     Rp. 1. 500,-/ orang.

b.
buang air besar   :
Rp. 1. 000,-/ orang.


c
buang air kecil
 :
Rp.     500,-/ orang.
2.
Penggunaan halaman  pasar sebagai sarana parker kendaraan dan bongkar muat dikenakan tarif sebagai berikut :


a.
kendaraan roda dua
 :
Rp.    500,-/ hari.
b.
kendaraan roda empat           :
Rp. 1.000,-/ hari.

c.
kendaraan roda enam            :
Rp. 2.000,-/ hari.

d.
kendaraan di atas roda enam : Rp. 3.000,-/ hari
3.
Jasa kebersihan pasar
    :
Rp.    500,-/ hari pasar/petak.


E.
Biaya keamanan setiap bulan   : Rp.   3.000,-/ penjual.
(4)
Pengenaan besarnya struktur tarif pada :
A.
Pasar Mattirowalie dan Pasar Pekkae digolongkan sebagai Tipe A 1(satu).

B.
Pasar Mangkoso dan Pasar Palanro digolongkan sebagai Tipe A 2 (dua).

C.
Pasar Takkalasi digolongkan sebagai Tipe A 3 (tiga).

(5)
Untuk Pasar Tipe B  dan Tipe  C  pengelolaannya dapat diserahkan kepada Pemerintahan Desa setempat.

(6)
Mengenai Pasar Tipe B dan Tipe  C  sebagaimana dimaksud pada ayat (5),  pelaksanaannya  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal  II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan  pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal                          2009            
BUPATI BARRU,

H. ANDI MUHAMMAD RUM

Diundangkan di Barru

pada tanggal                                2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

H. SYAMSUL RIJAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN   2009  NOMOR
